
5. Peraruran ...

~'~t

4. Peraturan Pcmcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Ncgara
Rcpublik Indonesia Nomor 5887);

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraruran
Dacrah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang perlu menctapkan Peraturan Walikota Palcrnbang
ten tang Kedudukan, Susunan Organisaai, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kora
Palernbang;

Mengingat: 1. Unctang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pernbentukan Daerah Tingkat II dan KOla Praja di Surnatera
setaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lernbaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang Aparatur
SipiJ Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah
bcberapa «ali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 20 IS renrang Pcrubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Dacrah
[Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, 'l'arnbalran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

KEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTATATA
KER,]A 13A9ANKESATUANBANGSADAN POLITIK KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA

TENTANG

NOMOR 11- TAHU1\ 2016

PERATURANWALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

WAL&KOTA PALEMBANG



(3) Boden...

(I) Badon Kcsatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur
pelaksana urusan pernerintahan bidang kesatuan bangsa
dan politik.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh scorang
Kcpala Badan yang bcrkcdudukan <Ii bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota mclalui Sekrctaris
Daerah.

Pasal2

BAB Il
KEDUDUKI\N DAN

SUSUNANORGANISASJ

Dalarn Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. KOlaadalah Kota Palernbang.
2. Pemerintah Kota adalah Pcmerintah KOla Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palcmbang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palernbang.
5. Sekrctaris Daerah adalah Sckretaris Dacrah Kola

Palembang.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Polilik adalah Badan Kesaiuan

Bangsa dan Polirik Kota Palernbang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsadan

Politik Palernbang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kcsatuan Bangsa

dan Politik Kola Palembang.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesaruan Bangsa dan

Politik Kota Palernbang,
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Palernbang.
II. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Palembang.
12. Kelornpok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang bcrdasarkan pada keahlian dan kerrampilan
tertcntu.

Pasal I

BAS I
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI,TUGASDAN FUNGSISERTATATA KERJA BADAN
KESATUANBANGSADANPOL-lTIKKOTAPALEMBANG

5. Pcraturan Daerah Kota Palcrnbang Nomor 6 Tahun 2016
tenlang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah KOla
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palernbang Tahun 2016
Nomor 6).
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(4)Masing-masing ...

(2) Sekrctariat dipimpin oleh Sckn;laril:>yang bcrada di bawah
dan bertanggungjawab kcpada Kepala Badan.

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Sadan.

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
terdiri da ri:
a. KepaJa Badan.
b. Sekrerariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Pcrcncanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Kesaruan Bangsa, membawahi:
I. Sub Bidang Pcngcmbangan Nilai-NilaiKebangsaan;
2. Sub Bidang KewaspadaanNasional.

d. Bidang Penanganan Stratcgis, membawahi:
1. Sub Sidang Pcngembangan Kapasitas;
2. Sub Sidang Penanganan Masalah Aktual.

c. Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Organisasi
Kernasyarakatan, membawahi:
1. Sub Sidang Faailirasi Organisasi Partai Poiitik;
2. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan dan

Lembaga Swadaya Masyarakat;
f. Bidang Partisipasi Polilik, mernbawahi:

1.Sub Bidang Fasilitasi Pemilihan Umum;
2. Sub Sidang Komunikasi dan Sosiaiisasi Politik.

g. Unit Pclaksana Teknis;
h. Kelompok .Jabatan Fungsional.

Pasal3

(4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
rnenyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis;
b. pelaksanaun kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum;
d. pelaksanaan cvaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

lugasnya; dan
f. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Walikota

terkait derigan tugas dan fungsinya.

(3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (II mcmpunyai tugas membantu Walikota dalam
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik dan tugas pcmbantuan.
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PasaI6 ...

(2) Untuk melaksanakan rugas sebagaunana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian pcnyusunan dokumen pcrencanaan,

keuangan dan pelaporan;
b. pelaksanaan urusan administrasi umum;
c. pelaksanaan urusan rurnah tangga, perlengkapan dan

perkantoran;
d. pelaksanaan urusan adrninistrasi kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan
f. peluksanaan fasilitasi hukum dan pentndang-undangan;
g. penyusunan dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan rugas-tugas iainnya sesuai dengan bidang

tugasnya.

(I) Sckretaris mernpunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan
pclaporan serta menyelenggarakan urusan adrninistrasi
urnurn, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.

Pasal 5

Bagian Kedua
Sckretariat

Kopala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemcrintahan di bidang Kcsau..ian Bangsa dan Polilik
berdasarkan ketcntuan peraturan pcrundang-undangan yang
berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal4

Bagian Kesatu
Kepala Badan

BAB III
URl\IAN TUGAS DAN rUNGS I

(5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang berada di bawah dan bcrtanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

(6) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik, sebagaimana dimaksud pada ayai (1) tercanturn
dalam Lampirau Pcraturan Walikota ini.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipirnpin oleh Kopala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kcpada Sekretaris.
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Bagian Ketiga...

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mernpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kcgiatan dinas dan Sub

Bagian Pcrencanaan dan Pelaporan;
b. melaksanakan koordinasi pcnyusunan program dan

kcgiatan an tar bidang;
c. menyusun dokumen pcrcncanaan dinas;
d. mcngukur capaian kinerja program dan kegiatan bidang;
e. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
f. menyusun dokurnen pelaporan dinas;
g. memberikan saran dan pertimbangan teknis kcpada

Kepala Bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan
yang perlu diarnbil sesuai bidang tugasnya;

h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
i. rnelaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
a. mcnyusun rancangan program dan kegiatan Sub Bagian

Kcuangan;
b. rnenyusun rencana anggaran kcrja dinas;
c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan

penggunaan anggaran;
d. mengelola adrninistrasi kcuangan belanja langsung dan

belanja tidak langsung;
e. rnenyusun dan menganalisa laporan keuangan;
f. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan

pembukuan / akun tansi;
g. rnelaporkan hasil kerja dan capaian kincrja;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, rnempunyai tugas:
a. menyusun rcncana program dan kegiatan sub bagian

umum dan kcpegawaian;
b. mengclola administrasi umurn dan surat mcnyurat;
c. mengelola kearsipan dan kcpustakaan;
d. mengelola adrninistrasi barang, perlengkapan dan

kcndaraan dinas;
e. mengelola urusan rurnah tangga, kehumasan dan

keprotokolan;
f. rnengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan

dinas;
g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
1. rnelaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
J. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Pasa16
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d. mernfasilitasi ...

(2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional, rnernpunyai tugas:
a. mcnyusun rcncana program dan kcgiatan Badan dan

Sub Bidang Kewaspadaan Nasional;
b. memfasilitasi pcnyclcnggaraan sosialisasi kewaspadaan

nasional.
c. mclaksanakan sosialisasi pcmantapan kctahanan

naslonal.

(1) Sub Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan,
melaksanakan tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Badan dan

sub bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan;
b. melakukan penyiapan dan pelaksanaan bimbingan

teknis dibidang pengcmbangan nilai kebangsaan.
c. menyusun dan merumuskan kebijakan tcknis dan

fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan yang
meliputi wawasan kcbangsaan, ideologi dan
kewaspadaan nasional dan kewargancgaraan, bela
negara.

d. memfasilitasi pcngcmbangan dan sosialisasi wawasan
kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, untuk
kelancaran pclaksanaan tugas;

f. memberikan saran dan pertimbangan tcknis kcpada
kepala bidang tentang langkah-Iangkah dan tindakan
yang pertu c1iambilc1alambiclang tugasnya;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja;dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal8

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada
ayat (I), Bidang Kcsatuan Bangsa mcrnpunyai Iungsi:
a. penyusunan rcncana program dan petunjuk teknis di

bidang kesatuan bangsa;
b. pelaksanaan program dan pcrunjuk teknis di bidang

kesatuan bangsa;
c. pengawasan dan pengendalian di bidang kesaruan

bangsa;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan koordinasi dan kcrjasama dengan

lcmbaga/Instansi lain dibidang kesatuan bangsa:
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kcpala

Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Kesatuan Bangsa, mernpunyai tugas mclaksanakan
sebagian tugas dinas di bidang kesatuan bangsa;

Pasal7

Bagian Ketiga
Bidang Kesatuan Bangsa
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(2)Sub Bidang...

(1) Sub Bidang Pengernbangan Kapasitas, mernpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Badan dan

Sub Bidang Pengernbangan Kapasitas;
b. menyiapkan pcrurnusan kebijakan dan fasilitasi

pengcmbangan kapasitas.
c. menyusun informasi obyek-obyek vital yang ada

didaerah yang dapat menimbulkan konflik.
d. memfasilitasi pengembongan kemampuan aparat daerah

dalam melakukan dctcksi cegah dan antisipasi dini
masalah kerawanan konflik.

e. memfasilitasi pclaksanaan koordinasi pcrnantapan
peranan pemerinroh dalam pcnanganan kerusuhan:

f. melaporkan hasil kerja dan capaian kincrja; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dcngan

bidang rugasnya.

Pasal 10

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada
ayal (I), Bidang Penanganan Stratcgis, mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di

bidang pcnanganan straiegis.
b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang

penanganan strategis.
e. pengawasan dan pengendalian di bidang penanganan

strategis.
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga/ instansi lain dibidang pcnanganan stratcgis.
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan scsuai dengan tugas dan fungsinya.

tugas
dalam

rnasalah

(1) Bidang Penanganan Stratcgis, mcrnpunyai
melaksanakan sebagian rugas Badan
mengembangkan kapasitas dan pcnanganan
aktual.

Pasal9

Bagian Keempat
Didang Penanganan Strategis

d. mcmfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pernantapan
ideologi dan kewaspadaan nasional bagi aparat daerah
dan masyarakat.

e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, untuk
kelancaran pelaksanaan lugas;

r. mcmberikan saran dan pertimbangan kcpala hidang
tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai
dengan bidang tugasnya

g. melaporkan hasil kerja dan eapaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai derigan

bidang tugasnya.
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g. pelaksanaan ...

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), 8idang Fasilitasi Organisasl Partai Politik dan
Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
a. pendataan dan invetarisasi dalam rangka penyusunan

dan pernuktahiran data direktori partai politik dan
organisasi kcmasyarakatan;

b. pclaksanaan pemantauao kcgiatari Partai Politik dan
pengendatian organisasi kernasyarakatan;

c. fasilitasi pelaksanaan audensi pimpinan dan atau
pengurus partai politik dengan Walikota;

d. fasilitasi pclaksauaan Forum komunikasi, koordinasi dan
konsultasi antara pernerintah kota dengan partai politik
dan organisasi kemasyarakatan;

e. fasilitasi peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan dalam peningkaran kcsejahteraan
masyarakat;

f. Iasilitasi pemberian baruuan keuangan kepada partai
politik yang mendo.patkan kursi di DPRD;

(1) Bidang Fasilitasi Organisasi Parmi Politik dan Organisasi
Kernasyarakatan mernpunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas badan di bidang fasilitasi crganisasi partai politik dan
organisasi kemasyarakatan:

Pasal 11

Bagian Kelirna
Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Organisasi

Kernasyarakatan

(2) Sub Bidang Penanganan Masalah Aktual, mernpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan Badan dan

Sub Bidang Penanganan Masalah Aktual;
b. rnelaksanakan perurnusan kebijakan teknis dan fasilitasi

analisis dan penanganan masalah-masalah aktual
antara lain di bidang idcologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya, ketentrarnan dan ketertiban,

c. menyiapkan data permasalahan aktual.
d. rnelaksanakan invcntarisasi masalah-masalah aktual

yang bcrkembang daJam masyarakat mcliputi bidang
ideologi, sosial, budaya, ekonomi, ketentrarnan dan
kctertiban.

e. menyiapkan pcrurnusan kebijakan dan fasilitasi
pelaksanaan analiais potensi dan pcnanganan konflik;

r. membcrikan saran dan pcrtirnbangan teknis kepada
Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan
yang perlu diarnbil dalam bidang tugasnya.

g. melakukan pernbinaan dan pengawasan melekat kepada
staf;

h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
1. melaksanakan tugas kedinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya.

8



L mernfaailitasi.v.

(2) Sub Bidang Fasilitasi Kernasyarakatan dan LSM,mempunyai
rugas:
e. rncnyustm rencana program dan kegiatan badan dan sub

bidang fasilitasi kernasyarakatan dan LSM;
b. mclakukan penyiapan dan pelaksanaan bimbingan

teknis dibidang Iaailitasi organisasi kemasyarakatan dan
LSM;

c. melakukan inventarisasi organisasi kemasyarakatan
[organisasi profesi, keagamaan dan seterusnya) dan
LSM;

d. menyusun pernutakhiran data direktori organisasi
kemasyarakatan dan LSM;

c. memfasilitasi pelaksanaan forum komunikasi dan
konsultasi an tara Walikota dcngan organisasl
kernasyarakatan;

(1) SuI.! Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik, mcmpunyai
tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan badan dan

Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik;
b. rnenyiapkan dan rnelaksanakan bimbingan teknis

dibidang fasilitasi partai poliuk,
c. melaksanakan kornunikasi, koordinasi dan konsultasi

dengan partai politik dan insransi terkait lainnya dalam
rangka mernpcroleh data partai politik guna rnenyusun
direktori partai politik;

d. mcngumpulkan data dan evaluasi serta penyusunan
laporan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh
partai polilik yang berbadan hukum;

e. memfa silitasi pelaksanaan audcnsi pimpinan partai
politik dengan Walikota;

f. rnelakukan pengendalian dan pernantauan terhadap
kegiatan partai politik;

g. mclakukan koordinasi dcngan unit kcrja terkait, untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

h. memberikan saran dan pertirnbangan teknis kepada
Kcpala Bidang ten tang langkah-Iangkah dan tindakan
yang perlu diambil dalarn bidang tugasnya;

1. melaporkan hasil kcrja dan capaian kinerja; dan
J. melaksanakan luges kedinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya,

Pasal 12

g. pelaksanaan pengkoordinasian dan pernanrauan
kegiatan orang asing, Non Goverrnental Organization
(NOO)dan Lernbaga ASingyang ada di Daerah;

h. penyelenggaraan penclitian, persyaratan, pendaftaran
Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Pencrtiban Sural
Keterangan Terdaftar (SKT);

I. pelaksanaan monitoring evaluasi tcrhadap kegiatan,
organisasi kernasyarakatan dan LSMj

J. pcnyiapan bahan penyusunan laporan perkembangan
dan permasalahan partai politik dan organisasi
kemasyarakatan,

9



PasaI14 ...

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada
ayat (I), Bidang Pnrtisipasi Politik mempunyai fungsi:
a. pengernbangan program dan instrumen partisipasi polilik

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan

teknis dan fasilitasi pcnyelenggaraan pemilihan umum
dan pemilihan kepala dacrah langsung:

c. pengumpulan data dalam rangka penyusunan peta
pemilihan urnum dan pcmilihan dacrah langsung;

d. pelaksanaan pcman tau , pcngendalian dan pengawasan
penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala
daerah langsung;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemilihan umum dan pernilihan kepala daerah langsung;

f. pengembangan kebijakan dan instrument pemantapan
uctralitas Pegawai Negeri Sipil dalam kehidupan Politik;

g. pelaksanaan koordinasi dengan Icmbaga pcnyclenggara
pemilihan umum dan instansi terkait;

h. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan
pemilihan umurn dan pernilihan Kcpala Daerah langsung:

i. penyelenggaraan dan pcningkatan komunikasi dan
sosialisasi politik:

J. pelaksanaan penyuluhan dan penycbaran informasi
dalam rangka pengembangan partisipasi politik;

k. pemantapan jaringan komunikasi politik antara
pemerintah dengan lembaga Icgislalif;

1. fasilitasi pernbcntukan wadah komunikasi dan korrsultasi
antara pcrnerintah dan tokoh masyarakat;

m. Iasilitasi penyelcnggaraan forum komunikasi don
sosialisasi politik antara pemerintah dan instansi tcrkait
lainnya;

n. penyarnpaian bahan penyusunan laporan pengernbangan
komunikasi dan sosialisasi politik.

(1) Bidang Partisipasi Politik mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian iugas badan di bidang Partisipasi
Politik.

Pasal 13

Bagian Kccnam
Bidang Partisipasi Politik

f. memfasilitasi peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan dan LSM dalam meningkatkan
kescjahteraan masyarakat;

g. penyiapan bahan laporan ten tang perkernbangan
organisasi kernasyarakatan dan LSM;

h. rnelakukan koordinasi dcngan unit kerja terkait, dalam
rangka kclancaran pelaksanaan tugas:

i. mernberikan saran don pcrtimbangan teknis kepada
Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan
yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

J. rnelaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; don
k. melaksanakan tugas kedinasan lain scsuai dcngan

bidang tugasnya.
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BABV ...

(3) Kclornpok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam
bidang dan Zatau seksi yang sesuai dengan butir kegiatan
teknis fungsional.

(4) Kebutuhan tenaga Iungsional ditentukan berdasarkan sifat,
jenis dan beban kerja.

rugas
bidang

(J) Kelompok .Jabatan Fungsional mempunyai
melaksanakan kcgiatan teknis sesuai derigan
keahlian masing-rnasing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kedala~ sub-~ub
kclompok sesuai dengan kcbutuhan dan masmg-rnasmg
dipimpin oleh seorang tcnaga fungsional senior.

Pasal 15

BABIV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(2) Sub Bidang Komunikasi dan SosiaJisasi Politik mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan badan dan

Sub Bidang Komunikasi dan Sosialisasi Politik:
b. rnelakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;
c. memberikan saran dan pertirnbangan teknis kepada

Kepala Bidang komunikasi dan sosial politik len tang
langkah-Iangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya;

d. mempelajari dan menindak lanjuti pctunjuk yang
diberikan oleh Kopala Bidang;

e. melaporkan hasil kcrja dan capaian kincrja;dan
f. mclaksanakan tugas kedinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya.

(I) Sub Bidang Fasilitasi Pernilihan Umum mempunyai tugas:
a. menyusun rericana program dan kegiatan badan dan

Sub Bidang Fasilitasi Pemilihan Umum;
b. mengumpulkan data dan evaluasi serta pcnyusunan

laporan mengenai perrnasalahan yang dihadapi oleh
partai politik yang berbadan hukurn.

c. memfasilitasi pelaksanaan audcnsi pirnpinan partai
politik dengan Walikota.

d. melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap
kegiatan partai politik.

e. melakukan koordinasi dengan unit kcrja terkait, uniuk
kelancaran pelaksanaan iugas:

f. membcrikan saran dan pertimbangan teknis kepada
kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan
yang perlu diarnbil dalam bidang tugasnya

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. mclaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal 14
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BAS VI!...

(3) Kcpala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana
Teknis bertanggung jawab mernimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-rnasing dan
mernbcrikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

(4) Kepala Badan, Sekretaris, Kcpala Bidang, Kcpala Sub
Baglan.Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana
Teknis wajib mengikuti dan mernatuhi petunjuk dan
berlanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan tcpal waktu.

(5) Setiap laporan yang diterirna oleh pimpinan saruan
organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih
lanjut.

(6) Dalam hal Kepala Badan Kcsatuan Bangsa dan Politik
berhalangan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dapat menunjuk Sckrclaris Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik atau Kepala Bidang eli lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik berdasarkan scnioriias dan kepangkatan.

(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kopala Sub
Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana
Teknis dalarn melaksanakan tugas-tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi balk sccara vertikal, horizontal dan diagonal
dalam lingkungan rnasing-masing maupun antar satuan
organisasi di Iingkungan Pemcrinlah Daerah serta dcngan
instansi lain di luar Pemerintah Dacrah sesuai dcngan tugas
masing-masing.

(1) Hubungan antara KepaJa Badon Kcsatuan Bangsa dan
Poliuk dengan bawahannya atau scbaliknya secara
administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

Pasal17

BABVI
TATAKERJA

Pembiayaan pada Badan berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta
sumber-surnber lainnya yang sah.

Pasal 16
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11AROBIN MASTOFA

BERITA DAl£RAH KOTJl.PAL~MBANG TAHUN 2016 NOMOR 1t

Oiundangkan di Palernbang
pada tanggal 30 tJMm&er 2016

SEKRETAI<IS DAERAH
K01'A P/\LliMBANG,---\~~r

HARNOJOYO

Diretupkan dt Palernbang
pacta tanggal 30 l'J<:A}emba- 201 G

merncrinrahkan
penempaiannya

Agar setiap orang mengctahuinya ,
pengundangan Peraturan Walikota ini, dcngan
dalam Berita Daerah Kota Palcmbang.

Peraruran Walikota ini mula! berlaku pada taugga.
diundangkan.

Dengan berlakunya Peraturan Walikota in., Peraturan Walikoia
Palernbang Nornor 47 Tahun 2012 tentang Pcrubuhan :\,""5
Peraruran Waiik •.na Palembang "'Or,lor 51 'ranun 200Q icnrang
Tugas Pokok, Pungs: dan Uraian Tugas l.cmbagc Tckuis Daerah
KOHl Palernbang dicabur dan dinyatakan tidak bcrlaku.

Pasa! ') 1

Prosedur dan mekanisrne pclaksanaan tugas dan Iungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Pol.tik yang be!sifar internal diatur ~eh;l'
lanjut oleh Kcpain Badan Kesatuan Hangsa dan Politik.

Pao;ol20

B/\B V1l1
KF"T!2NTUA:~PE:,\liTU('

Pasat 19

(1) Efekrifitas pelaksanunn tugas dan II..LOgsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik sebagairnana d.atui dalarn Peraturan
Walikota ini, waiib dilnksanaknn sclarnbnt-Iambamya padn
ranggal 1 .Januari 20 j 7.

(2) Segala kereruuan ~'a!'g bertcmangan dan atau tidak scsuai
dengan Peraturan Walikuta ini dilakukan pcnyesuaian.

DAR \IJI
KETENTUA" PF.RA!.IHAN

Pasa! 18
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